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Daftar hurup bahasa arab dan trasnliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa ŝ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j je 
ح Ha h ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ş es (dengan titik di bawah) 
ض ďad d d (dengan titik di bawah) 
ط Ţa Ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع ain ΄ apostrof terbalik 
  
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
و Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau  we 
ه Ha h ha 
ء Hamzah  apostrof 
ي Ya y ye 
  
Hamzah (ء ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau terakhir maka ditulis dengan tanda (')  
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا Fathah A a 
ِا Kasrah I I 
ُا Dammah U u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu 
Contoh: 
َل َبق    : qála 
ٌمـِع َبج  : jáilun 
ْوُـعْـيِـط َا : atiu 
4. Ta marbutah 
Penggunaan ta marbutah ada dua yaitu: ta marbuta yang hidup atau mendapat 
harkat fathah, dan dammah, transliterasinya adalan (t). Sedangkan ta marbuta yang 
mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h). 
Contoh : 
ِثَـكـِئَـهـَمْـ ِهن :lilmalaikati 
 ٌةـَفـْيـِهـَخ : Khalifah 
  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ  ), dalam 
transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Contoh: 
للها  : allahu 
ْيِذّـَنا  : allazi 
ىَـكّـُبَر  : rabbuka 
ًْ ّـٍن ِا  : inni 
6. Lafz al-jalalah (للها ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh : 
َللها ْوُـعْـيِـط َا : atiullah 
Daftar Singkatan 
Swt.  : subahanahuwas taala 
Saw.  : sallallahu alaihi wasallam 
Q.S…(…)..4 : Qur’an, Surah …, ayat 4 
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Skripsi ini meneliti dua hal pokok, yakni: bagaimanakah proses hukum 
terhadap pelaku kekerasan pada anak di kota Makassar, bagaimanakah 
implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak di 
kota Makasar. Tujuannya untuk mengetahui ipmlementasi sanksi pidana 
terhadap pelaku kekerasan pada anak di kota Makassar. Manfaatnya adalah 
untuk menambah pengetahuan dan pengalaman agar dapat mengembangkan 
ilmu yang diperoleh dan sebagai wahana dan pemikiran dalam menerapkan 
teori-teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. 
 Data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian secara 
yuridis empiris berdasarkan fakta di lapangan berkaitan dengan penegakan 
/implementasi sanksi pidana. Jenis data yang digunakan yakni data kualitatif 
dan kuantitatif, dimana data kualitatif adalah data yang berupa uraian kalimat 
yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi yang 
telah diseleksi dan dianalisa sebelumnya, sedangkan data kuantitatif 
merupakan data yang berbentuk jumlah atau angka-angka. Adapun sumber 
data diperoleh melalui library research/studi kepustakaan dan field 
research/studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui interview, 
observasi, dan dokumentasi. 
  
 Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses hukum terhadap pelaku 
tindak kekerasan pada anak di kota Makasaar telah diproses/ditindak sesuai 
dengan aturan yang ada. Adapun implementasi sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak kekerasan pada anak telah diterapkan dengan baik sesuai dengan berat 
ringannya hukuman yang dijatuhkan dengan melihat jenis kekerasan yang telah 
dilakukannya.  
 Dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum oleh pemerintah telah 
mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada 
warganya terutama dalam hal ini adalah anak-anak yang rentan mendapatkan 
kekerasan. Namun upaya ini tentunya tidak akan maksimal tanpa kerjasa sama 
yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah, menindak para 
pelaku kekerasan pada anak. Fenomena seperti ini sangat memilukan dimana 
dalam Al-Quran sendiri telah menegaskan bahwa anak merupakan anugerah 
dan karunia Allah yang harus dijaga dan dilindungi agar kelak tumbuh menjadi 














A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 
yang dalam dirinya melekat harkat dam martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan 
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut 
meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yag telah 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 
36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum 
perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. 
Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi 
penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya 
dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah 
bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik 
pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu  pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan 
fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. 
  
Arif Gosita mengatakan bahwa, 
1
anak wajib dilindungi agar mereka 
tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi 
swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. 
Negara melalui pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk 
memberikan yang terbaik kepada anak-anak seperti diberlakukannya Undang-
undang RI No. 14 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk 
diimplementasikan. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan 
martabat anak sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang 
RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya 
undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan 
pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut 
belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi 
terhadap anak. 
Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu 
objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam 
rumah tangga oleh orangtua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum 
tertentu. Secara umum diakui bahwa kekerasan itu bisa datang dari keluarga 
                                                          
1
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 35. 
  
yang penuh konflik dan dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam 
pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas. Kekerasan yang 
menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan anak pada tahun 
2005 meningkat sekitar 20 sampai 25 persen bila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Selama tahun 2006 data dari Komnas Perlindungan Anak (PA) 
menyebutkan jumlah kekerasan fisik sebanyak 247 kasus, kekerasan seksual 
426 kasus sedangkan kekerasan psikis 451 kasus. 
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Di Indonesia  khususnya 
berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah. 
Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air 
panas oleh ibunya sendiri. Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air 
besar disembarang tempat dan membuat marah sang ibu. Awal Januari 2006 
masyarakat dikejutkan dengan kejadian tragis di Serpong, Tangerang. Indah (3 
tahun) dan Lintar (1 tahun) dibakar oleh Yeni, ibu kandung mereka yang 
mengaku kesal karena tekanan ekonomi dan kebiasaan suaminya mabuk-
mabukan. Setelah dirawat sembilan hari, Indah meninggal sedangkan Lintar 
membaik dan sudah pulang dari rumah sakit. Selain itu, Kekerasan terhadap 
anak juga banyak dijumpai di lingkungan sekolah. Sikap beberapa oknum guru 
yang kadang kasar dan memberi hukuman fisik dengan dalih menanamkan 
  
disiplin dan serangkaian bentuk kekerasan terhadap anak. Bagi anak, belajar 
yang efektif justru belajar yang menyenangkan, bukan belajar yang penuh rasa 
takut atau tertekan. 
Indah dan Lintar hanyalah contoh kecil anak-anak yang masa kecilnya 
ternoda oleh kekerasan yang dilakukan oleh orangtua , kerabat dan masyarakat. 
Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak-anak yang mencari nafkah di 
bawah terik matahari , dikedinginan malam, atau di tempat-tempat yang 
berbahaya. Setiap hari di Indonesia ada anak yang disiksa oleh orangtuanya 
atau orang yang memeliharanya. Setiap malam, di antara gelandangan ada saja 
gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalan.  
Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan pada 
anak tidak mengenal strata sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan 
pada anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena 
ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah maupun di 
masyarakat. Paradigma keliru yang menganggap anak tidak memiliki hak dan 
harus selalu menurut orangtuanya sudah saatnya diakhiri.  
Pemerintah, orang tua dan masyarakat sudah saatnya  menyadari  anak-
anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus 
dihargai. Hak-hak anak perlu ditegakkan antara lain hak untuk hidup layak, 
tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan, pendidikan dan 
  
ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai 
anak, sebagaimana telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang 
diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya UU RI No. 
23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi 
pelanggaran hak anak. 
Bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang 
terjadi khususnya di kota Makassar ,yang perlu diperhatikan khusus di 
kalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan 
negeri maupun instansi yang terkait, agar mampu menerapkan hukum sesuai 
dengan yang diharapkan, dengan lebih menunjukkan langkah-langkah yang 
proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang 
dalam undang-undang No. 23 tahun  2002 tentang perlindungan anak, untuk 
itulah penelitian ini dilakukan. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah  
Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
rumusan masalah adalah: 
1. Bagaimanakah proses hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak 
terkait dengan aturan yang berlaku? 
2. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana tehadap pelaku tindak 
kekerasan pada anak di kota Makassar? 
  
C. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah pokok 
tertentu. Hipotesis/jawaban sementara yang dapat penulis ajukan adalah 
sebagai berikut  
1. Ada dugaan bahwa sejauh ini Proses hukum mengenai tindak kekerasan 
pada anak mulai pada proses penyidikan, penuntutan, persidangan 
sampai pada tahap putusan belum berjalan secara optimal dimana masih 
banyak kekerasan yang belum diproses secara hukum oleh pihak yang 
berwenang, terlihat dimana semua kekerasan yang dilaporkan di 
Kepolisian dan yang diputus di Pengadilan adalah kekerasan fisik 
semata sedangkan kekerasan psikis hampir  tidak ada, padahal kalau 
kita lihat di lingkungan masyarakat masih banyak kekerasan terhadap 
anak secara psikis misalnya kekerasan penelantaran, membiarkan anak 
dalam situasi yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak, kurang 
gizi, putus sekolah, memaksa anak jadi pengemis, menjadi buruh pabrik 
dan jenis pekerjaan lainnya. 
2. Ada dugaan bahwa Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
kekerasan pada anak belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang 
diharapkan, dimana kadang pelaku tidak dihukum berat padahal 
semestinya mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan 
perbuatannya begitu pula terkadang laporan yang diajukan kemudian 
  
dicabut oleh yang melapor dengan berbagai pertimbangan, walaupun 
sebenarnya telah diatur dalam KUHPidana dan Undang-undang 
Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni Undang-undang No 14 tahun 
20002 dan Undang-undang khusus yakni undang-undang No 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dimana telah diatur sanksi yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak, sanksi 
tersebut antara lain dari yang teringan sampai yang terberat, Penerapan 
sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain 
kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan 
penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh 
kembang anak. Walaupun Undang-undang telah ada dengan segala 
sanksinya namun belum berjalan secara maksimal.  
D. Devenisi Operasional danRuang Lingkup Penelitian 
Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang tindak kekerasan, 
adabaiknya penulis memberi pengertian secara terpisah sebagai pijakan 
berfikir mengenai objek yang sedang dikaji. 
1. Sanksi Pidana  
 “Sanksi artinya ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna 
ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, dan norma-norma hukum.”2 
                                                          
2
 Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia (Jakarta: Wipres, 2007), h. 436. 
  
 Sanksi juga dapat diartikan yakni “Semua reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai 
dari penahanan tersangka sampai pada penjatuhan vonis oleh 
hakim”.3 
 Pidana dipersamakan dangan hukuman, “Hukum pidana adalah 
termasuk hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar 
hukum (tindak pidana) dengan pidana atau hukuman”.4 
2. Tindak Kekerasan 
 Tindak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbutan, baik 
aktif maupun pasif 
 Kekerasan memiliki imbuhan (ke) dan akhiran (an) pada dasarnya 
adalah (keras) yang artinya kencang, giat, berbahaya, dan 
sebagainya.  
      Jadi kekerasan adalah suatu perbuatan atau hal yang sifatnya 
kencang, giat, berbahaya dan sebagainya.
5
 
      Dalam pasal 89 KUHPidana menjelaskan perbuatan 
dipersamakan dengan melakukan kekerasan. “Menggunakan kekerasan 
adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
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 Teguh Prasetyo,Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010), h, 79. 
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 Ibid, h. 380. 
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kekerasan”. Jadi pengertian kekerasan secara sederhana adalah suatu 
tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani di atas 
normal secara tidak sah. 
      Berdasarkan data dari UNICEF bahwa kekerasan terhadap anak 
adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, 
penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial 
atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial 
terhadap perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup anak 
ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang 
bertanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.  
      Bertitik tolak pada pengertian di atas, Nampak bahwa kekerasan 
(violence) menujukkan pada tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang baik berupa ancaman maupun merupakan tindakan 
nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda / 
fisik yang  dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. 
3. Pengertian Anak 
1) Menurut pasal 1 (1) undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
  
2) Menurut undang-undang RI No. 39 Tahun tentang Hak Asasi 
Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
3) Dalam konvensi hak-hak anak bahwa anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan 
yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa 
dicapai lebih awal. 
      Jadi pengertian anak yang menjadi pegangan penulis adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak 
yang masih dalam kandungan (pasal 1 ayat (1) undang-undang RI No. 
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).
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4. Implementasi  
 Kata “implementasi” ialah pelaksanaan atau penerapan.7  
Implementasi yang penulis maksud dalam hal ini ialah penerapan 
atau pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada 
anak. 
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(Surabaya: Media Center, 2006), h. 119. 
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E. Kajian Pustaka 
Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memberikan penjelasan tentang 
keterkaitan antara masalah pokok yang akan diuji dengan beberapa teori yang 
ada dalam literatur yang digunakan. 
Adapun masalah pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu 
implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan pada anak. Menurut 
penulis, dari judul iini Nampak beberapa masalah yang menarik dikaji lebih 
lanjut. 
Dari sejumlah buku yang penulis telah teliti antara lain: “system sanksi 
dalam hukum pidana (ide dasar double track system dan implementasinya) 
oleh M. Sholehuddin. Buku ini menjelaskan tentang sanksi pidana dan 
tindakan serta implementasinya dalam produk legislatif. Juga membahas lebih 
mendalam bagaimana seharusnya ke depan dalam menghadapi permasalahan 
yang beriorentasi pada perbuatan dan pelaku, dimana stelsel sanksinya tidak 
hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan yang 
secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Buku tersebut belum menjelaskan 
tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak. 
Sementara Rika Saraswati dalam bukunya yang berjudul “Hukum 
Perlindungan Anak di Indonesia” menjelaskan tentang kondisi anak-anak di 
Indonesia yang belum mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara wajar 
  
sebagaimana dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh bangsa 
Indonesia. Juga menjelaskan kondisi anak-anak yang seringkali menjadi objek 
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Buku tersebut belum 
menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Setiap melakukan suatu penelitian, tentu peneliti memiliki tujuan 
tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui proses hukum tentang tindak kekerasan pada anak 
telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 





2. Kegunaan Penelitian 
Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan 
sebagai berikut: 
  
a. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam 
Negeri Aluddin Makassar. 
b. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
menjadi bahan referensi tambahan bagi penulis khususnya serta 
mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum pada umumnya. 
c. Memberikan gambaran terhadap fenomena kekerasan yang terjadi pada 
anak-anak di kota Makassar. 
G. Garis Besar Isi Skripsi 
Untuk mendapatkan gambaran terhadap uraian-uraian dan objek 
pembahasan dari judul tersebut, maka penulis mengemukakan garis-garis besar 
isi skripsi ini yang terdisi atas lima bab sebagai berikut : 
Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, hipotesis, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, 
kajian pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan, serta garis besar 
isi skripsi. 
Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka yang meliputi: pengertian sanksi 
pidana, jenis-jenis pemidanaan, pengertian tindak kekerasan. 
  
Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, 
jenis pendekatan, metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 
data. 
Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: 
sejarah Polresta Makassar Timur, ruang lingkup kekerasan terhadap anak, 
proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak di kota Makassar, 
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. 
Bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran yang meliputi: kesimpulan dan 
saran. 




A. Pengertian Sanksi Pidana 
Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapar tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai 
kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang 
lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. 
Agar sikap dan perbutannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, 
maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu 
sehingga manusia tidak sebebas-bebasanya berbuat dan bertingkah laku dalam 
rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. 
Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan 
pemidanaan.
8
 Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus 
hukum, pidana adalah “hukuman”.9 Pada hakekatnya sejarah hukum pidana 
adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai 
hubungan erat dengan masalah tindak pidana.
10
 Masalah tindak pidana 
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merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi 
oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak 
pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan 
masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk 
menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana 
memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau 
diminimalisir intensitasnya.  
Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali 
tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan 
sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua 
kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia 
juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan 
yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan 
kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat 
prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan 
gangguan pada ketertiban sosial. 
Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/ sanksi, 
diperlukan permahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana 
sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami 
  
apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sanksi 
pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  
Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat 
beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman  untuk menyebut istilah 
pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah 
suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis 
kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.
11
 Feurbach 
menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya 
jangan berbuat jahat.  
Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah 
hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian 
yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu 
diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah 
suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa 
yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan 
pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian 
khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu 
sanksi atau nestapa yang menderitakan. 
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H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi 
Arief17 dalam bukunya "The limits of criminal sanction", menyimpulkan 
bahwa;  Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang 
maupun di masa yang akan datang  tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan 
alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi 
kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman/ 
bahaya.  Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik 
dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. 
la merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat/ cermat dan secara 
manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan 
dan secara paksa. 
Sanksi pidana dalam islam disebut Uqubah (akibat) yaitu pembalasan 
atas pelanggaran perintah syariat yang ditetapkan untuk memelihara 
kemaslahatan masyarakat. Pengertian ini dikemukakan oleh Abdul Qadir 
Audah dalam bukunya Al- Tasyrik Al- Jinaih Al- Islami, hal 609. 
 
B. Jenis-jenis Pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut 
  
stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok 
dan pidana tambahan. Berikut ini akan diuraikan kedua jenis pidana tersebut: 
1. Pidana pokok yang terdiri dari: 
a. Pidana Mati 
Baik berdasarkan pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi 
bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang 
pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, 
yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak 
heran sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan 
kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu 
sendiri. 
Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga 
diarahkan kepada khayalak ramai agar mereka, dengan ancaman 
hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang 
akan mengakibatkan mereka dihukum mati.
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Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila 
telah dijalankan, maka tak dapat memberikan harapan lagi bagi 
perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun  perbaikan atas diri 
terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat 
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kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun 
kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu 
dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. 
Menyadari akan pidana mati yang mempuyai sifat yang demikian, 
di negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1970 tidak 
lagi mengenal pidana mati kecuali masih dipertahankan dalam hukum 
pidana militernya.  
Walaupun pidana mati telah dicantumkna dalam Undang-Undang. 
Namun penerapannya harus dipandang sebagai tindakan darurat 
noodrecht. Tiada lain agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-
keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak. Oleh karena 
itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat yang 
jumlahnya juga sangat terbatas. 
Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah 
memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah 
dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-
hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kajahatan yang 
diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, 
  
yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu 
setinggi-tingginya 20 Tahun. 
Dengan disediakannya pidana alternatif, maka bagi hakim tidak 
selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia 
bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana seumur hidup 
ataukah penjara sementara waktu, begitu pula mengenai berat ringannya, 
Apabila hakim memilih pidana penjara sementara tergantung dari faktor 
yang mempertimbangkan dalam peristiwa yang terjadi secara konkret.  
b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan 
Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan 
bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya 
menghilangkan kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan 
terpidana dalam suatu tempat  (lembaga Pemasyarakatan) dimana 
terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk 
tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang 
berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi 
sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan pokok adalah 
sebagai  berikut: 
  
 Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara adalah 
sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima 
belas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan 
tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP 
(ayat 3 dari pasal 12). 
 Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan 
diberi pekerjaan lebih ringan. 
 Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam 
daerah provinsi tempat si terhukum berdiam. 
 Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan 
boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut 
peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. 
Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan 
kurungan adalah: 
 Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan 
hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan, 
dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, 
diluar jam-jam kerja pulang ke rumah masing-masing; jadi yang 
penting, setiap malam tidur dirumah. Ini tidak berlaku bagi 
siterhukum yang dalam tempo 2 tahun sebelumnya pernah dihukum. 
  
 Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan 
bagi: 
a) Orang dihukum penjara seumur hidup 
b) Orang-orang perempuan 
c) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter 
 Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan 
mendasar atas keadaan pribadi atau keadaan pemasyarakatan, maka 
dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau 
kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga 
pemasyarakatan. 
Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi 
polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat 
daripada jenis pidana ini. Namun, penerapannya tetap dianggap yang 
terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang 
kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur 
preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.
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c. Pidana Denda 
Pidana denda banyak diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku 
III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. 
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Begitu juga pada jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan 
culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana 
kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang 
sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana 
penjara maupun berdiri sendiri. 
Ada beberapa keistimewaan dari pidana denda jika dibandingkan 
dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan 
itu sebagai berikut: 
 Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan 
dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam pelaksanaan 
pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. 
 Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana 
kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2). 
 Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang 
ada hanya minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga 
rupiah tujuh puluh lima sen. 
Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara 
jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu 
  
memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak 
memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini 
disebabkan nilai uang yang makin hari semakin merosot, menyebabkan 
angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana 
tidak dapat mengikuti nilai uang yang ada di pasaran sehingga dapat 
menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan. 
d. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan ini ditambahkan dalam KUHP melalui UU No. 20 
tahun 1946 yang maksudnya sebagimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 
yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Di dalam peraturan No. 8 Tahun 1948, terlihat bahwa rumah 
tutupan berbeda dengan rumah penjara (lembaga pemasyarakatan) 
karena keadaan rumah tutupan itu serta segala fasilitasnya adalah lebih 
baik daripada yang ada di penjara. Namun, pidana tutupan bukan 
merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaannya hanya terletak pada orang yang dapat dipidana 
tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana yang didorong 
oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam Undang-Uundang 
  
yang ada tidak dijelaskan unsur atau maksud yang patut dihormati. 
Karena itu, penilaiannya/kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada 
hakim. Sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia hampir tidak pernah 
ada hukuman yang dijatuhkan dengan pidana tutupan. 
2. Pidana Tambahan 
Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu: 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut hukum, pencabutan 
seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan 
kematian perdata (burgerlijke daad) tidak diperkenankan (pasal 3 BW). 
Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui 
alat/lembaga) melakukan pencabutan hak tertentu saja menurut pasal 35 
ayat 1 KUHP. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, 
tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, 
kecuali yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau 
pidana mati. 
Adapun lamanya hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 
tertentu diatur di dalam pasal 38 KUHP, tempo pencabutan hak-hak itu 
mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan 
pada hari hukuman mulai dijalani, sehinnga mulai hukuman dijalankan 
  




Berikut adalah jenis-jenis hak yang dapat dicabut: 
 Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 
Perlu diketahui bahwa pencabutan pada jabatan pada umumnya atau 
jabatan tertentu tidak berarti pemecatan dari jabatannya itu, 
melainkan yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan 
jabatannya. Sementara itu, pemecatan dari suatu jabatan tertentu 
tidak dapat dilakukan oleh hakim melainkan oleh pejabat 
administratif yang ditentukan menurut peraturan perundang-
undangan tata usaha negara, misalnya pada pejabat atasannya. 
Keputusan pemidanaan oleh hakim itu merupakan dasar bagi pejabat 
tata usaha atasannya untuk memecat seseorang pejabat dari 
jabatannya dan bukan putusan hakim itu yang memecatnya dari 
jabatannya. 
 Hak dalam menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI. 
Seperti halnya pencabutan hak menjalankan jabatan, pidana 
pencabutan hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI 
ini, yang dapat dicabut oleh hakim adalah hak dalam hal menjalankan 
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jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI dan bukan pemecatan dari 
anggota angkatan bersenjata/TNI atau pemecatan dari pangkat 
tertentu TNI. Pemecatan dari anggota angkatan bersenjata/TNI adalah 
wewenang dari pejabat atasannya. Putusan hakim yang berisi 
pencabutan hak menjalankan jabatan dalam AB/TNI adalah alasan 
yang dapat digunakan oleh atasan yang bersangkutan untuk 
menerbitkan suatu surat keputusan pemecatan dari keanggotaan 
AB/TNI. Jadi setelah keputusan hakim itu, untuk memecat dari 
keanggotaan AB/TNI, diperlukan surat keputusan pemecatan dari 
atasan yang bersangkutan. 
 Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. 
 Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri dan hak 
menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. 
 Hak menjalankan mata pencaharian. 
Mata pencaharian atau pekerjaan swasta adalah tiap usaha swasta 
untuk memperolah penghasilan. Tidak dipersoalkan penghasilan itu 
  
apakah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, apakah merupakan 
pekerjaan pokok ataupun pekerjaan sambilan. 
Pekerjaan atau mata pencaharian tidak menyangkut jabatan 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, dimana hak menjabat 
dapat dicabut untuk semua jabatan yang dipangku seseorang. Akan tetapi 
undang-undang melarang untuk mencabut hak menjalankan untuk semua 
jenis pekerjaan, melainkan hanya pekerjaan tertentu saja, karena jika 
undang-undang memperkenankan mencabut semua pekerjaan, maka yang 
bersangkutan dan termasuk keluarganya akan menjadi terlantar dan hal 
ini bukan termasuk tujuan dari pemidanaan. 
2) Pidana perampasan barang tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan 
atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua 
barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua barang. 
Ada beberapa barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana: 
 Barang-barang berasal atau diperolah dari suatu kejahatan (bukan dari 
pelanggaran), yang disebut dengan corpora delictie misalnya uang 
palsu dalam kejahatan pemalsuan uang. 
  
 Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 
disebut instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam 
kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. 
3) Pidana pengumuman putusan hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam uandang-undang. Pidana 
pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari 
suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana. 
 
 Barang-barang berasal atau diperolah dari suatu kejahatan (bukan dari 
pelanggaran), yang disebut dengan corpora delictie misalnya uang 
palsu dalam kejahatan pemalsuan uang. 
 Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 
disebut instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam 
kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. 
4) Pidana pengumuman putusan hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam uandang-undang. Pidana 
pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari 
suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana. 
 
  
Dalam hukum islam dikenal beberapa jenis pidana, antara lain: 
1. Pidana atas jiwa/nyawa diantaranya: qisas mati, qisas dengan 
pancung/pedang, qisas dengan salib/gantung, qisas dengan rajam.  
2. Pidana atas anggota badan/fisik diantaranya: pidana rajam hidup, pidana 
salib hidup, pidana amputasi tangan dan kaki secara bersilang, pidana 
amputasi tangan, pidana cambuk/dera, pidana pemukulan dengan 
tangan, pidana pemukulan dengan tongkat. 
3. Pidana atas kemerdekaan diantaranya: pembuangan/pengusiran, pidana 
penahanan/kurungan dan pidana penjara. 
4. Pidana atas harta kekayaan diantaranya: pidana denda, pidana pengganti 
kerugian/diat. 
Adapun pidana ta’tir adalah bentuk pidana / sanksi yang tidak 
termasuk dalam poin 1 sampai 5 yang jenis sanksinya ditetapkan oleh 
pemerintah. 
C. Jenis-Jenis Kekerasan 
Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang 
wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. 
Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab 
dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan 
hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah 
  
tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini, anak 
cenderung melakukan kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan, anak 
akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak 
bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar 
anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang 
melanggar perlu dikontrol dan dihukum. bagi orangtua tindakan yang 
dilakukan anak itu melanggar sehingga perlu dikontrol dan dihukum. 
Wikipedia Indonesia  memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk 
pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan 
dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan 
penderitaan atau menyakiti orang lain.
15
 
Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk 
melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang 
menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain 
dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, 
dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang 
diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan 
kesehatan dan mental. 
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Kekerasan anak Menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang 
melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: 
Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, 
serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk 
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya 
bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas 
anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orangtua, keluarga 
dekat, dan guru. 
Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan 
anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan 
penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan 
anak. 
Ada empat macam kekerasan yaitu “kekerasan emosional (emotional 
abuse),  kekerasan fisik (verbal abuse),  kekerasan psikis (physical abuse), dan 
kekerasan seksual (sexual abuse)”.16 Kekerasan emosional terjadi ketika orang 
tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta 
perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena 
ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi 
mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan 
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mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung 
konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan 
terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. 
Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, 
setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam 
atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus 
menggunakan kekerasan fisik seperti, “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, dsb. 
Anak akan mengingat semua kekerasan fisik jika semua kekerasan fisik itu 
berlangsung dalam satu periode. 
Kekerasan psikis, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak 
memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan 
diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. 
Sedangkan, kekerasan seksual biasanya tidak terjadi selama delapan 
belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Eksploitasi seksual pada anak 
adalah ketergantungan, perkembangan seksual aktivitas yang tidak matur pada 
anak dan orang dewasa, dimana mereka tidak sepenuhnya secara 
komprenhensif dan tidak mampu untuk memberikan persetujuan karena 
bertentangan dengan hal yang tabu di keluarga. 
Menurut Moore, kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada 
umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain: 
  
- kekerasan fisik,  
- seksual, dan 
- emosional.  
Purbani mengatakan bahwa, 
17
kekerasan dalam rumah tangga baik 
dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa 
berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan nonfisik bisa berbentuk verbal seperti 
pelecehan, penghinaan, atau bentuk lainnya sedangkan kekerasan fisik bisa 
berbentuk pemukulan, penjambakan dan sebagainya. 
Kekerasan pada anak merupakan perlakuan yang salah dimana segala 
perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan 
tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial, maupun mental. 
Perlakuan salah menurut DR. Irwanto  dapat digolongkan ke dalam berbagai 
kategori menurut dampak dari perlakuan yaitu, Perlakuan salah secara seksual, 
Perlakuan salah secara fisik, Perlakuan salah secara mental. 
Bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 
23 tahun 2004  mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(PKDRT), dimana lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi 
suami, isteri dan anak,  yaitu;  
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a. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau 
luka berat; 
b. Kekerasan psikis adalah; Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf  b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 
c. Kekerasan seksual adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup hidup rumah tangga 
tersebut; Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial 
dan/atau tujuan tertentu, 
d. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang 
dalam lingkup rumah tangganya, penelantaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 





Dalam islam dikenal beberapa jenis kekerasan / tindak pidana antara 
lain: 
1. Tindakan atas jiwa, misalnya pembunuhan. 
2. Tindakan atas badan, misalnya pembunuhan terbagi atas pembunuhan 
sengaja, semi sengaja, tidak sengaja sengaja. 
3. Tindakan atas harta, misalnya merampok dan mencuri. 
4. Tindakan atas akal, misalnya minum- minuman khamar yang 
memabukan. 
5. Tindakan atas keturunan, misalnya zina. 
6. Tindakan atas kehormatan, misalnya menuduh berzina atau menuduh 
mencuri. 
7. Tindakan atas / kejahatan atas agama, misalnya berpindah- pindah 
agama. 




Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini 
sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu 
penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu 
masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 
Adapun berikut adalah waktu dan lokasi penelitiannya : 
1. Lokasi Penelitian  
       Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Makassar Propinsi 
Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan 
bahan analisis terjadi di wilayah kota makassar yaitu Pengadilan Negeri kota 
Makassar dan kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 
Resor  Kota Makassar Timur. 
Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena kota Makassar sebagai  





2. Waktu Penelitian 
Adapun  penulis hanya membatasi penelitian terhadap kasus kekerasan 
pada anak yang telah terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 
B. Jenis Pendekatan 
Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
yang bersifat penelitian secara yuridis empiris adalah berdasarkan fakta di 
lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada 
kaitannya dengan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
kekerasan pada anak di  Kota Makassar. 
Penelitian terhadap masalah hukum adalah yang menggunakan 
pendekatan yang tidak hanya pendekatan normatif dan pendekatan empiris 
akan tetapi pendekatan dari keduanya ialah pendekatan normatif-empiris. 
Dengan demikian peneliti tidak hanya berusaha mempelajari pasal-
pasal/perundang-undangan, pendapat para para ahli dan menguraikannya 
dalam karya ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya 
normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang 
disajikan sebagai pembahasan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
 
  
1. Jenis data 
 Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat yang mempunyai 
makna. 
 Kuantitatif , yaitu data yang berbentuk tabel atau grafik. 
2. Sumber data 
 Library research, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan 
mendalami beberapa buku (literatur), media cetak atau media massa 
lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
 Field research, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di 
lapangan dengan memilih objek penelitian. 
3. Populasi 
Setiap kegiatan penelitian pada umumnya terkait dangn tingkah laku 
manusia baik sebagai individu, kelompok maupun secara sosial.dalam 
melakukan penelitian pada umumnya dilakukan terhadap subjek atau 
kelompok subjek yang dipilih untuk mewakili seluruh anggota kelompok 
dalam ukuran yang lebih besar menjadi sasaran kesimpulan yang diperoleh 
dengan metodologi penelitian.  
Jika suatu penelitian memungkinkan untuk mengambil secara 
keseluruhan atas objek yang diteliti tersebut, maka penelitian yang dilakukan 
  
oleh seseorang adalah penelitian populasi. Akan tetapi jika populasi itu tidak 
dimungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, maka dapat dilakukan dengan 
mengambil sampelnya saja.
18
 Sebelum penulis menjelaskan mengenai sampel 
secara terperinci terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian 
populasi. 
 Menurut Sutrisno Hadi adalah  “penduduk atau objek yang dimaksud 
untuk diselediki sebagai jumlah yang paling sedikit yang mempunyai sifat 
yang sama.
19” Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkepentingan. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi 
adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, benda, 
tumbuhan, gejala, nilai, dan peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 
karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Olah karena itu, populasi yang 
penulis maksud adalah semua anggota Kepolisian dan semua Hakim 
Pengadilan Negeri dalam wilayah Kota Makassar. 
4. Sampel 
Setelah populasi ditentukan dengan jelas, maka untuk efesiansi dengan 
jumlah data yang cukup banyak disamping membutuhkan biaya yang besar dan 
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waktu yang panjang jika harus meneliti semua populasi yang ada. Oleh karena 
itu, penulis hanya meneliti sebagian dari populasi (sampel) sehingga hasil yang 
diperoleh akan memberikan gambaran yang sesuai dengan populasi yang 
bersangkutan. 
Adapun pengertian sampel menurut Nawawi Hadari adalah merupakan 
proses penarikan sebahagian subjek, gejala atau objek yang ada pada 
populasi.
20
 Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan 
mengenai penelitian dengan cara mengamati hanya sebahagian dari populasi 
sebagai suatu cerminan dari populasi yang diteliti. 
 Adapun penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 6 orang 
dengan variabel jenis kelamin, dan jabatan. Dalam menentukan sampel dengan 
teknik tersebut, maka ada beberapa cara atau teknik yang dapat ditempuh, 
namun dalam penelitiann ini penulis hanya menggunakan random sampling. 
Dimana teknik penentuan atau pembentukan sampel menganggap semua 
elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk masuk dalam 
sampel. Hal ini dapat dipahami sebagaaimana yang dikemukakan oleh 
Suharsimi Arikunto, “random sampling adalah tehnik penentuan sampel di 
mana semua elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama sebagai 
sampel.” 
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5. Tekhnik Pengumpulan Data  
a. Interview (wawancara), yaitu penulis mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang 
dianggap dapat memberikan keterangan tentang masalah yang akan di 
bahas. 
b. Observasi (pengamatan) yaitu,suatu metode penelitian dengan jalan 
mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa 
observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 
pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data secara langsung mencatat 
sumber-sumber informasi tertulis baik berupa dokemen-dokumen tertulis 
berupa buku-buku dan sebagainya. 
6. Bahan Penelitian 
Pedoman wawancara merupakan salah satu hal yang harus 
dipersiapkan sebelum memulai suatu penelitian yang dimulai dengan 
tahapan menentukan informan yang akan diwawancara, selanjutnya 
membuat janji untuk melakukan wawancara, selanjutnya penulis 
mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang 
diteliti. 
  
Adapun alat yang dipersiapkan dalam penelitian ini antara lain : buku 
tulis, pulpen, penggaris dan alat-alat pendukung lainnya yang diangggap 
penting. 
7. Proses Penelitian 
Proses penelitian dimulai pada pengurusan surat pengantar dari 
fakultas untuk memperoleh izin penelitian dari gubernur pada bagian 
penelitian atau kesatuan bangsa. Surat pengantar yang diperoleh kemudian 
diteruskan pada obyek penelitian. Selanjutnya surat yang dimasukkan ke 
instansi yang dituju dan diterima untuk mengadakan penelitian, maka 
penelitianpun dilaksanakan sesuai dengan prosedur/tata tertib yang ada. 
Penelitian dilaksanakan mulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 
tanggal 16 Juni 2010 penulis langsung terjun ke lapangan untuk 
mengadakan wawancara kepada responden yang dituju. Penulis juga melihat 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulis, selain itu penulis 
juga mengadakan observasi/pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas para 
aparat/pegawai yang ada di instansi tersebut. 
Setelah semua data dan informasi yang penulis butuhkan dalam 
penelitian ini telah lengkap maka penelitian ini berakhir sesuai dengan 
jangka waktu yang telah ditetapkan. 
D. Pengolahan Data dan Analisis Data 
  
1. Pengolahan Data 
 Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah 
melalui prosedur sebagai berikut : 
a. Editing, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, 
kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian. 
b. Evaluating, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat memberikan 
penelitian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya dan digunakan untuk selanjutnya. 
c. Sistematika data, adalan penggolongan-penggolongan data berdasarkan 
kualifikasi data yang digunakan.
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2. Analisis Data 
Setelah penulis mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun 
dari literatur-literatur lainnya, bertanda data tersebut siap untuk dikelola. 
Adapun teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 
menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian 
berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada kemudian data tersebut siap 
dikelola. Data yang bersifat kuantitatif sendiri diperoleh dari hasil wawancara 
dan observasi. 
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Data primer dan data sekunder yang telah terhimpun kemudian disusun 
secara sistematis lalu dianalisis secara kuantitatif yang mana di sini banyak 
dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 
terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Namun harus diingat bahwa data 
kuantitaif  ini hanyalah sebagai pendukung data kualitatif.
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 Untuk itu data-
data kuantitatif sangat dibutuhkan dalam penelitian lapangan. Adapun teknik 
analisis adalah sebagai berikut : 
 Analisa kualitatif 
Teknis analisa data secara kualitatif adalah upaya membahas dan 
menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara ataupun observasi yang telah 




 Analisa kuantitatif 
Teknik analisa data secara kuantitaf dilakukan untuk data-data yang 
berbenruk jumlah yang diterapkan untuk gambaran baru, kemudian 
dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian. 
                                                          
22
Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, 




A. Sejarah Singkat Polresta Makassar Timur 
1. Sejarah Lahirnya 
Pembentukan organisasi satuan kewilayahan Polri dilakukan dengan 
menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah, ancaman Kamtibmas, 
Jumlah penduduk, Kondisi Geografis serta perkembangan lingkungan lainnya. 
Bahwa dengan perkembangan wilayah pemerintah daerah tingkat 
kabupaten/kotamadya, perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri tingkat 
kewilayahan dengan membentuk Polwiltabes demi terselenggaranya 
koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara 
maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 
Pol.: Kep/ 21/ VIII/ 2002 tanggal 19 agustus 2002 Tentang Pembentukan 
Polwiltabes Makassar Polda Sulawesi Selatan dengan membawahi Polresta 
Makassar Barat, Polresta Makassar Timur, Polresta Maros, Polresta Gowa, dan 
Polresta KPPP Makassar. 2 bulan kemudian tepatnya tanggal 3 Oktober 2002 
dilakukan peresmian Polwiltabes Makassar dan Polresta jajaran termasuk 
Polresta Makassar Timur oleh Kapolda Sul-Sel yang pada saat itu dijabat oleh 
  
IRJEN POL Drs. FIRMAN GANI dengan pejabat pertama Kapolresta 
Makassar Timur AKBP Drs. EKO SUKRIYANTO. 
Pemberlakuan struktur organisasi, PPOP dan DSP Polwiltabes dan 
Polresta yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Keputusan Kapolri No. 
Pol.: Kep/ 14/ XII/ 1993 dan No. Pol. : Kep/ 15/ XII/ 1993 tanggal 31 
Desember 1993. 
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tersebut, Polresta Makassar Timur 
yang menempati gedung bekas Dit Lantas Polda Sul-Sel JALAN A.P, Pettarani 
Nomor 47 Makassar yang pada awal pembentukannya membawahi 4 Polsekta 
yaitu: 
a. Polsekta Tallo 
b. Polsekta Panakukang 
c. Polsekta Biringkanaya 
d. Polsekta Tamalate 
Sejak awal berdirinya, Polresta Makassar Timur telah dipimpin oleh 5 
pejabat Kapolresta yaitu: 
a. AKBP Drs. EKO SUKRIYANTO, PERIODE TAHUN 2002- MEI 
2004. 
b. AKBP Drs. ADI CAHYO HM, SH, M.SI, PERIODE MEI 2004- 
APRIL 2005. 
  
c. AKBP H. ANDI PATAWARI, SE, SH, MH, PERIODE APRIL 
2005- MARET 2007. 
d. AKBP Drs. KAMARUDDIN, M. SI, PERIODE MARET 2007- 
FEBRUARI 2009. 
e. AKBP MANSJUR, SH, S. IK, PERIODE FEBRUARI 2009- 
SEKARANG 
Pada masa kepemimpinan AKBP H. ANDI PATAWARI, SE, SH, MH, 
3 Pospol diwilayah Hukum Polresta Makassar Timur ditingkatkan typenya 
menjadi Polsek Persiapan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. 
Pol.: Skep/ 14/ I/ 2006 tanggal 11 Januari 2006 Tentang Pembentukan Polsek 
Persiapan jajaran Polda Sulawesi Selatan yaitu: 
1) Pospol Tamalanrea menjadi Polsek Persiapan Tamalanrea. 
Pembangunan gedung kantor atas swadaya dari masyarakat setempat 
yang peresmiannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 februari 
2006 oleh Kapolda Sulawesi Selatan IRJEN POL Drs. ARYANTO 
BOEDIHARDJO, SH. 
2) Pospol Manggala menjadi Polsek Persiapan Manggala, Peresmian 
Gedung Kantor hari Kamis tanggal 28 September 2006 oleh Kapolda 
Sulawesi Selatan IRJEN POL Drs. ARYANTO BOEDIHARDJO, SH. 
  
3) Pospol Rappocini menjadi Polsek Persiapan Rappocini, (sampai saat ini 
masih menumpang pada Kantor LPM Kelurahan Bala’parang Kec. 
Rappocini Makassar). 
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sul-Sel No. Pol.: Skep/ 85/ III/ 
2007 tanggal 07 maret 2007 Tentang Peningkatan Status Polsek Persiapan 
menjadi Polsek Defenitif Type B.2 di Jajaran Polda Sul-Sel dan untuk Jajaran 
Polresta Makassar Timur, 2 Polsek Persiapan ditingkatkan Statusnya menjadi 
Polsek Defenitif yaitu: 
1) Polsek Persiapan Tamalanrea menjadi Polsek Tamalanrea. 
2) Polsek Persiapan Manggala menjadi Polsek Manggala. 
Sejak awal berdirinya sampai saat ini, Polresta Makassar Timur terus 
melakukan pembenahan dan Renovasi gedung dan Ruangan. Membawahi 7 
Polsekta dengan jumlah Personil Polri/ PNS saat ini berjumlah 891 orang. 
Tersebar di Markas Polresta dan Polsekta Jajaran. 
2. Struktur Organisasi (Polresta Type B2) 
a. Unsur Pimpinan : 
1) Kepala Kepolisian Resor Kota, disingkat Kapolresta. 
2) Wakil Kepala kepolisian Resor kota, disingkat Waka Polresta. 
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf: 
1) Bagian Operasi, disingkat Bag. Ops. 
  
2) Bagian Pembinaan Kemitraan, disingkat Bag Binamitra. 
3) Bagian Administrasi, disingkat Bag Min. 
c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan : 
1) Unsur Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Urtelematika. 
2) Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin, disingkat Unit P3D. 
3) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud. 
d. Unsur Pelaksana Utama : 
1) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK. 
2) Satuan Intelijen Keamanan, disingkat Sat Intelkam. 
3) Satuan Reserse Kriminal, disingkat Sat Reskrim. 
4) Satuan Samapta, disingkat Sat Samapta. 
5) Satuan Lalu Lintas, disingkat Sat Lantas. 
e. Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan : 
 Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, disingkat Polsek. 
3. Visi, Misi, Tujuan dan Tugas  
b. Visi 
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan 
kondisi dinamis masyarakat melalui penegakan Hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Hukum Polresta 
Makassar Timur, oleh aparat yang Profesional, tanggap dan berwibawa, 
  
sehingga mampu mewujudkan ketentraman dan kemampuan untuk 
membina serta mengembankan Potensi dan kekuatan masyarakat dalam 
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 
hukum, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 
nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. 
c. Misi 
1) Memberikan Jaminan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui 
Peningkatan Pelayanan, Perlindungan, dan Pengayoman yang disertai 
dengan Peningkatan Kinerja aparat. 
2) Meminimalisir setiap Kemungkinan gangguan kamtibmas melalui 
upaya-upaya pre-emtif maupun preventif dengan tetap melibatkan 
potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal setiap gangguan dan 
ancaman kamtibmas yang mungkin terjadi. 
3) Mengantisipasi dan menindak lanjuti setiap gangguan kamtibmas secara 
professional dengan tetap menjunjung tinggi HAM sehingga mampu 
menciptakan wibawa hukum dan aparat. 
4) Mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat 
terutama di wilayah Hukum Polresta Makassar Timur melalui sikap 
tanggap dan tindak lanjut/ reaksi cepat terhadap setiap keluhan/ laporan 
  
gangguan kamtibmas untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap 
aparat Polresta Makassar timur. 
5) Membina kerja sama yang baik antara aparat Polresta Makassar Timur 
dan masyarakat sehingga mampu menciptakan pola kemitraan yang baik 
dan saling mendukung dalam penanggulangan setiap ancaman dan 
gangguan kamtibmas secara dini. 
6) Melaksanakan pembinaan secara intensif kepada seluruh lapisan 
masyarakat dalam hal penanggulangan ancaman dan gangguan 
kamtibmas sehingga mampu mengembangkan potensi dan kekuatan 
masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 
7) Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparat melalui berbagai 
pelatihan dan pendidikan tugas pokok dan fungsi kepolisian secara 
selaras dan terpadu. 
d. Tujuan 
1) Turunnya angka pelanggaran Hukum (Crime total) dan meningkatnya 
penyelesaian kasus kriminalitas (Crime clereance) untuk terciptanya 
rasa aman masyarakat. 
2) Meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian sumberdaya alam 
(illegal loging, over cutting, illegal trading, illegal mining, illegal 
fising, dan kejahatan lingkungan hidup). 
  
3) Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. 
4) Mengungkap kasus serta memberantas pemakaian dan jaringan utama 
suplay Narkoba di wilayah Hukum Polresta Makassar Timur. 
5) Meningkatkan kinerja Personel Polresta Makassar Timur yang 
tercermin dengan menurunnya gangguan kamtibmas dan meningkatnya 
Crime clereance. 
e. Tugas Pokok 
Sebagaimana dengan tugas pokok Polri yang telah digariskan dalam 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Tugas Pokok Polresta Makassar Timur adalah sebagai berikut : 
1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Hukum 
Polresta Makassar Timur. 
2) Menegakkan Hukum dalam wilayah Hukum Polresta Makassar Timur. 
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada seluruh 
lapisan masyarakat diwilayah Hukum Polresta Makassar Timur. 
4) Menjadi Kekuatan Pendukung Polri maupun Polda Sul-Sel sehingga 
mampu dan turut mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban 
regional maupun nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 
5) Memberikan pembinaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan 
potensi dan kekuatan. 
  
6) Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya terutama dalam wilayah hukum 
Polresta Makassar Timur sesuai dengan ketentuan hukum/ kebijaksanaan 
yang berlaku dalam organisasi Polri. 
B. Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Anak 
Pada awalnya terminologi tindak kekerasan berasal dari dunia 
kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey Ibnu Anshori, 
melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang 
majemuk pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui 
sebabnya. Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah Caffey 
Syndrome. Kasus yang ditemukan Caffey diatas semakin menarik perhatian 
publik ketika Henry Kempe tahun 1962 menulis masalah ini di Journal of the 
American Medical Assosiation, dan melaporkan bahwa dari 71 Rumah Sakit 
yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, 
dimana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, 
dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen, kemudian kasus 
penelentaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah 
Battered Child Syndrome, yaitu setiap keadaan yang disebabkan kurangnya 
perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orangtua atau pengasuh lain. 
Selain itu untuk menggambarkan kasus penganiayaan yang dialami 
anak-anak yang meliputi gangguan fisik seperti diatas, juga gangguan emosi 
  
anak dan adanya akibat asuhan yang tidak memadai, ekploitasi seksual dan 
ekonomi, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan 
kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang 
berkaitan dengan medis. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk 
penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. 
Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orangtua, 
maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak 
kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah 
tangga  adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di 
luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; 
seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan 
tersebut dilakukan di dalam rumah. 
1. Faktor-faktor kekerasan pada anak 
Faktor-faktor penyebab yang menjadi stimulus kekerasan adalah 
feodalisme (senior/yunior), pubertas pada masa remaja (pencarian jati diri), 
krisis identitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun kekerasan 
disekolah. Sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap anak bermacam-
macam faktor pencetusnya. diantaranya: 
a. Kemiskinan 
Kemiskinan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya 
kekerasan terhadap anak. Dengan keadaan ekonomi yang 
  
memprihatinkan, banyak kebutuhan-kebutuhan anak menjadi tidak bisa 
terpenuhi, sehingga anak terpaksa atau dipaksa bekerja untuk mencari 
nafkah. Karena kemiskinan, banyak orangtua memaksa anaknya 
bekerja. Lebih ironis lagi, menjadikan anak sebagai pekerja seks 
komersial. 
Pernikahan anak dibawah umur, yang akhir-akhir ini, banyak 
terdengar, juga disinyalir bermula dari keadaan ekonomi. Pernikahan 
dilakukan dengan iming-iming akan memberikan sesuatu bagi keluarga 
(orang tua) si anak. 
Kemiskinan kemungkinan mempunyai korelasi dengan intensitas 
perlakuan kekerasan. Asumsi ini diperkuat dengan fakta dilapangan 
bahwa sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, angka kekerasan 
kepada anak juga meningkat. Data yang perlu dicatat pula bahwa, 
jumlah anak yang masuk ke Panti Asuhan, dan anak jalanan semakin 
meningkat pula. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan yang hidup 
di jalan sudah dapat dipastikan adalah korban kekerasan. Pekerja anak 
di bawah umur, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK dan kasus 
pedofilia, biasanya berasal dari keluarga miskin, atau tidak memiliki 
keluarga. Bisa juga karena anak dari hasil hubungan gelap yang tidak 
diakui oleh orang tua mereka, dibuang begitu saja oleh orang tuanya 
  
dengan maksud menghindar dari tanggung jawab moral dan hukum. 
Ada sebagian dari anak ini yang mengalami cacat fisik, karena sejak 
dalam kandungan anak ini tidak diharapkan, sehingga orang tuanya 
berupaya segala cara untuk menggugurkannya. 
Pada dasarnya rezki setiap anak Adam ditentukan oleh Allah, 
bukan manusia termasuk orang tua sekalipun. Pada sebagian kalangan 
masyarakat jahiliyah tempo dulu  menganiaya sampai berujung pada 
pembunuhan anak-anak mereka merupakan suatu kebiasaan. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat jahiliyah tersebut takut ditimpa 
kemiskinan dan kelaparan dikarenakan anak-anak yang mereka 
lahirkan. Karena kebiasan ini maka Allah menurunkan ayat yang 
melarang membunuh anak-anak,  sebagaimana firman Allah :  
                                    
          
Terjemahnya : 
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 
takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada 
mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 
adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’(17):31) 
Pantas saja orang mengatakan kehidupan sekarang tidak ubahnya 
seperti masyarakat  jahiliyah tempo dulu. Hanya saja sekarang bedanya 
jahiliyahnya modern. Jika dahulu pembunuhan menjadi kebiasaan, 
  
sekarang penyiksaan dan membunuh anak kandung sendiri tidak segan-




Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan 
dapat terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan 
stress dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga bisa 
berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. 
 Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, 
mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada 
umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit 
kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. 
 Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan 
gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban 
kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan 
harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa 
dengan sikap disiplin. 
  Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK 
(pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah 
lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.  
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b.  Pengetahuan orang tua/pengasuh yang kurang 
Pengatahuan atau skill orang tua/pengasuh sangat 
berpengaruh pada bagaimana cara berinteraksi dengan anak. 
Kebanyakan kasus kekerasan kepada anak banyak disebabkan 
karena ketidak tahuan orangtua/pengasuh. Orangtua yang tidak 
mengetahui bagaimana cara pengasuhan yang baik, kemungkinan 
menganggap bahwa, hukuman fisik, ataupun psikis yang kelewatan, 
itu biasa-biasa saja.  
Orangtua kadang tidak mengerti batas-batas kekerasan yang 
dilakukan terhadap anaknya yang bisa ditolerir. Bagaimanapun 
juga, usia anak adalah usia imitasi yang sangat dominan. Dengan 
perlakuan orangtua/pengasuh yang salah, dia akan 
mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan objek imitasi yang 
dilihatnya. 
c. Dorongan seksual yang tidak terkendali 
Kekerasan terhadap anak yang sangat memprihatinkan 
adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini akan 
mengakibatkan trauma yang mendalam. Biasanya anak yang 
mengalami trauma kekerasan seksual, akan menjadi pelaku 
kekerasan seksual, ini merupakan sebuah mata rantai yang harus 
  
diputus demi keselamatan generasi. Kekerasan seksual ini lebih 
banyak dilakukan oleh orang-orang dekat anak. Kasus-kasus 
terakhir, lebih banyak dilakukan incest oleh orangtua kepada 
anaknya, ataupun orangtua kepada anak tirinya, paman, kakek, 
kakak ataupun yang lain, mempunyai hubungan dekat dengan anak. 
Kekerasan seksual kepada anak ini semakin meningkat, kasus yang 
terungkap hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya 
(fenomena gunung es), bahkan pemunculan kasus baru melebihi 
jumlah kasus yang bisa ditangani. 
d. Keberadaan anak yang tidak diinginkan 
Anak yang tidak diinginkan oleh orangtuanya, adalah salah 
satu dari korban kekerasan. Orangtua yang tidak mengharapkan 
kehamilannya, sejak masih dalam kehamilan, akan melakukan 
segala cara untuk melenyapkan si anak. Fakta yang tidak bisa 
dipungkiri adalah penghuni panti asuhan kebanyakan adalah anak 
yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya. 
e. Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak 
Meski Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum 
yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaaan 
perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. 
  
Tidak hanya peraturan tentang anak yang satu sama lain ada yang 
saling bertentangan, bahkan diperparah lagi dipihak aparat penegak 
hukum yang masih berperspektif hak anak dalam menyelesaikan 
persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum 
masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan 
seorang anak dan pengetahuan anak tentang hak-hak anak.  
Selain itu, faktor yang menyebabkan risiko terjadinya 
kekerasan ataupun perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat 
digolongkan berdasarkan faktor anak, masyarakat / sosial dan 
orangtua atau situasi keluarga. Faktor anak terjadi karena berat 
badan lahir rendah sehingga menggganggu pertumbuhannya di 
kemudian hari, baik fisik dan psikis, prematuritas, cacat ataupun 
anak dengan masalah perilaku / emosi. 
Faktor masyarakat atau sosial dapat berupa tingginya tingkat 
kriminalitas, layanan sosial yang rendah, tingkat pengagguran dan 
kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak yang di pengaruhi adat-
istiadat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat, pengaruh 
pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada 
anak serta belum terciptanya budaya komunikasi antara orangtua/ 
  
masyarakat dan anak, ataupun pengaruh media massa yang sarat 
dengan kekerasan dan pornografi. 
Menurut hasil pengaduan yang diterima Komnas Perlindungan 
Anak bahwa,
24
 pemicu kekerasan terhadap anak rentan disebabkan 
karena terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-
media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat. Yang sangat 
mengejutkan ternyata 62 % tayangan televisi maupun media lainnya 
telah membangun dan menciptakan prilaku kekerasan. 
Unicef mengemukakan ada 2 faktor yang melatarbelakangi 
munculnya kekerasan anak oleh orangtuanya. Faktor tersebut 
masing-masing berasal baik dari orangtua maupun anak sendiri. 2 
faktor tersebut antara lain; 
 a. Orangtua yang pernah jadi korban penganiayaan anak 
(kekerasan dalam rumah), orangtua yang kondisi kehidupannya 
penuh sters, seperti rumah yang sesak, kemiskinan, orangtua 
yang menyalahgunakan napza, orangtua yang mengalami 
gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan 
keperibadian.  
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b. Anak yang prematur, anak yang retardasi mental, anak yang 
cacat fisik, anak yang suka menangis hebat atau banyak 
tuntutan.  
Kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakan problem 
personal. Jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja, dapat 
dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. 
Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Memberikan 
terapi psikologis baik pada pelaku maupun korban mungkin akan 
cepat selesai. Tetapi jika perilaku memperkerjakan anak kecil 
dalam waktu yang panjang, menelantarkan mereka, atau menyakiti 
dan menyiksa anak itu terdapat secara meluas di tengah-tengah 
masyarakat maka berhadapan dengan masalah sosial. Penyebabnya 
tidak boleh lagi dilacak pada sebab-sebab individual. Melacaknya 
pada nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau 
pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari 
seluruh anggota masyarakat. 
Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk 
mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus 
untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan 
pada hak-hak anak, berusaha menegakkan undang-undang yang 
  
melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-
orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; Faktor 
internal/keluarga (penyimpangan psikologis baik orang tua maupun 
anak) dan Faktor eksternal atau faktor sosial. 
1. Dampak Kekerasan Terhadap Anak 
Dampak tindakan dari korban kekerasan pada anak dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya penganiayaan 
fisik seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya 
sistem syaraf selain itu dampak secara fsikis dimana  anak menjadi 
negatif dan agresif serta mudah frustasi, menjadi sangat pasif dan 
apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, sulit menjalin relasi 
dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar 
biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Anak-anak korban 
kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam dan menampilkan 
perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, terkadang seorang 
anak yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk 
membunuh ibunya sendiri. 
  
Berikut ini adalah dampak yang dapat ditimbulkan akibat 
kekerasan terhadap anak antara lain;  
a. Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam 
dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah 
menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. 
Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada 
gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. 
Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada 
umumnya jenis gangguan mental ada hubungannya dengan 
perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. 
Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka 
waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, 
meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan 
korban meninggal dunia. 
b. Dampak kekerasan psikis, anak yang sering dimarahi orang 
tuanya disertai dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku 
buruk seperti kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki 
dorongan bunuh diri. Menurut Nadia, kekerasan psikologis sukar 
diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas 
yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini 
  
meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan 
dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, 
kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri 
dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun 
kecenderungan bunuh diri.  
c. Dampak kekerasan seksual antara lain, korban merasa dendam 
terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma 
akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau 
bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami 
semasa anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab 
keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada 
anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara 
lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, 
mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak 
beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau 
adanya masalah kulitdan sebagainya. 
d.  Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika 
anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih 
sayang orang tua terhadap anak,  jika anak kurang kasih sayang 
dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak 
  
aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya 
akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan 
datang. 
Dampak yang lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan 
pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan 
baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam 
mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal 
menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga 
sehingga anak terpaksa putus sekolah. 
Berdasarkan uraian diatas dampak dari kekerasan antara lain, 
kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi individu yang 
kurang percaya diri, pendendam dan  agresif, memiliki perilaku 
menyimpang, seperti, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan 
obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan bunuh diri Jika 
anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma 
mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri dan 
sebagainya. 
 
C. Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak 
  
Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya dimana kedudukannya sebagai generasi muda yang akan 
meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang 
mendatang dan sebagai sumber harapan bagai generasi terdahulu, perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
dengan wajar baik secara rohani, jasmanai, dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 
masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranannya masing-masing, yang 
menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika 
mereka telah matang pertumbuhan mental, fisik dan sosialnya, maka tiba 
saatnya menggantikan generasi terdahulu. 
25
 
Dewasa ini, terjadi banyak kasus kekerasan terhadap anak. Untuk 
mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan terhadap anak, 
sudah tentu Negara dan Masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, 
perlindungi, dan menindak pelaku agar setiap korban dan juga warga Negara 
mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan 
bentuk falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
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Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama 
kekerasan terhadap anak, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
26
  
Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya tentu saja akan memberikan 
sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak kekerasan 
terhadap anak.   
Berbicara mengenai proses hukum tentunya terkait dengan Kepolisian 
yang  merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang oleh Negara 
untuk menjalankan aturan hukum yang telah dibuat oleh Negara demi 
terwujudnya keadilan terhadap warga Negara, khususnya adalah anak-anak 
yang mengalami kekerasan. 
Berikut ini adalah kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan di kepolisian 
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TABEL I 
Kekerasan Terhadap Anak Yang Diproses di Kepolisian  





































 Jumlah 28 32 59    
Dari tabel di atas, menunjukkan jenis kekerasan  dengan persentase 
masing-masing sebagai berikut:  
1. Penganiayaan, jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan di 
kepolisian pada tahun 2007  sebesar 13 kasus ( 46,42%), dan pada tahun 
2008 sebesar 24 kasus (75%), dan pada tahun 2009 sebesar 30 kasus 
(50,84%). 
2. Pencabulan, jumlah kasus pencabulan yang dilaporkan di kepolisian 
pada tahun 2007  sebesar 6 kasus ( 21,42%), dan pada tahun 2008 
sebesar 2 kasus (6,25%), dan pada tahun 2009 sebesar 13 kasus 
(22,03%). 
3. Pemerkosaan, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan di kepolisian 
pada tahun 2007  sebesar 5 kasus ( 17,85%), dan pada tahun 2008 
sebesar 3 kasus (9,37%), dan pada tahun 2009 sebesar 3 kasus (5,08%). 
  
4. Penelantaran, jumlah kasus penelantaran yang dilaporkan di kepolisian 
pada tahun 2007  sebesar 4 kasus (14,28%), dan pada tahun 2008 
sebesar 3 kasus (9,37%), dan pada tahun 2009 sebesar 13 kasus 
(22,03%). 
Berdasarkan data tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa 
kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik 
berupa penganiayaan sedangkan kekerasan fsikis yang paling sedikit. Hal ini 
menunjukkan masih banyak kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan 
ke pihak yang berwajib terutama kekerasan yang sifatnya fsikis. 
Setelah melakukan observasi selama dua minggu di Kepolisian 
Republik Indonesia daerah Sulawesi selatan resor kota Makassar timur, penulis 
mendapatkan informasi dari tiga orang narasumber (polisi) yang khusus 
menangani masalah anak. Adapun informasi yang didapatkan berkaitan dengan 
permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 
Seberapa jauhkah proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan 
terhadap anak? 
Responden pertama Ibu Nuryanty mengungkapkan bahwa “ proses 
hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak. Namun menurutnya bahwa tidak semua kejahatan 
  
kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat di laporkan pada pihak 
yang berwajib. Kendala lain yang timbul untuk menanggulangi Kejahatan 
Kekerasan yakni, banyak korban yang mengalami tindak kekerasan dengan 
pelakunya dari pihak keluarga sendiri, kebanyakan kasusnya ini tidak ingin 
diselesaikan melalui jalur hukum tetapi ingin menyelesaikannya secara 
kekeluargaan dan kadangkala kejadian tersebut sering dicampur adukkan 
antara masalah keluarga yang satu dan yang lainnya. Misalnya, “Seorang 
Keponakan Yang diganggu oleh Pamannya dalam hal ini “Pelecehan Seksual” 
yang dilakukan oleh Paman kepada Keponakannya sendiri, Hal seperti ini 
sering terjadi khususnya di kota Makassar. dan cara penyelesaiannya yang 
membuat polisi biasanya mempunyai kendala karena adanya unsur adat yang 
dipakai oleh keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena 
merasa malu dengan perbuatan Pelaku (paman) dari korban dalam hal ini Siri 
yang akhirnya berujung Pembunuhan oleh pihak keluarga akibat malu yang 
berkepanjangan dirasakan oleh keluarga Korban”. Dari kasus tersebut cara 
penyelesaiannya yang sering menjadi kendala bagi polisi karena melibatkan 2 
keluarga yang sama-sama merasa benar membela korban ataupun Pelaku yang 
sama-sama merasa dirugikan.Hal ini membuktikan bahwa kerja sama antara 
  
masyarakat dan pihak yang berwajib belum berjalan secara optimal sehingga 
sulit untuk menindak pelaku secara totalitas.”27 
Responden kedua Ibu Wahyuni mengungkapkan bahwa, “pelaku tindak 
kekeraan terhadap anak yang dilaporkan telah diproses sesuai dengan aturan 
yang ada. Namun, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi diantaranya: 
1. Dalam lingkup masyarakat diperlukan adanya sosialisasi yang 
menyeluruh agar masyarakat tahu akan akibat yang ditumbulkan apabila 
melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian masyarakat akan 
memiliki kesadaran hukum yang tinggi. 
2. Diharapkan adanya kerja sama yang erat diantara masyarakat dengan 
pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi kekerasaan terhadap anak 
segera dilaporkan.  
3. Karena lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang 
perlindungan terhadap anak  memperlihatkan bahwa dari semua jenis 
kekerasan yang dilaporkan kekerasan fisik  yang paling banyak 
sedangkan kekeraan fsikis hanya sebagian kecil padahal jenis kekerasan 
ini cukup banyak. ”28 
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Responden ketiga Yosep Ramdani, juga memiliki argumen yang sama 
dengan responden lainnya. Beliau mengatakan bahwa, “aturan hukum yang ada 
sudah maksimal untuk melindungi anak-anak dari korban kekerasan begitupula 
sanksi yang ada sudah membuktikan Negara sangat peduli terhadap anak-anak.  
Namun, Masyarakat masih banyak menganggap kekerasan dalam lingkup 
keluarga masih urusan internal. Orang tua juga terkadang beranggapan bahwa 
anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan 
apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal 
atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang 
tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga 
disiksa.”29 
Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian 
masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Inilah faktanya. hanya 
dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau 
meningga atau pelakunya orang lain. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun 
anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina 
dalam nilai-nilai yang bijaksana. “Kepentingan yang terbaik bagi anak, 
haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan 
kepada anak.”30 
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Demi menjaga aib keluarga, karena takut kepada orang tua atau karena 
tidak tahu harus melapor kemana, kasus itu bisa dipendam oleh si anak. Juga 
bila telah dilaporkan, anak dapat dipaksa mencabut pengaduannya. Lalu, jika 
kasusnya incest dan terjadi pada anak berusia belum cukup 12 tahun, siapa 
saksi atau pelapor Atau bahkan pada usia di atasnya, apakah ia berani melapor, 
Apalagi yang dilaporkan ayahnya. Tentu tidak. Hanya jika si anak sudah 
menderita depresi berat baru orang lain mungkin mengetahui, ketika secara 
pisik dan psikis anak mengalami perubahan Bahkan dalam banyak kasus 
perkosaan ayah kepada anaknya kesaksian orang dewasa (termasuk ibu si anak 
atau keluarga lain) sering hanya bersifat mendengarkan dari orang lain 
sehingga secara material tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, apalagi saksi 
hanya satu orang. 
 D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap 
Anak 
Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti terkait dengan tiga unsur 
yakni struktur hukum, budaya hukum dan subtansi hukum. Ketiga unsur 
tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada 
hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah 
satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan 
tidak akan berjalan secara optimal.  
  
Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan 
maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak 
menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai 
dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum 
lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka 
penegakan hukumpun tidak akan tercapai. begitupula budaya masyarakat juga 
sangat mendukung tegaknya hukum. 
Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang 
diberikan wewenang akan menjalankan penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data laporan yang ada bahwa 
Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah 
terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak 
mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana  telah diatur 
dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak   dan 
undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni undang-undang No 14 
tahun 20002 dan KUHPidana 
Sanksi tersebut antara lain dari yang teringan sampai yang terberat, 
Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara 
lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan 
  
penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh 
kembang anak. 
Sanksi yang dimuat dalam undang-undang perlindungan anak 
bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran 
anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman 
penjara lima tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (pasal 77). Sedangkan jika 
melakukan kekerasan dan kekejaman dan ancaman kekerasan atau 
penganiayaan, dipidana penjara 3-10 tahun dan/atau denda 72-200 juta rupiah. 
Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya maka pidana ditambah 
1/3 (pasal 80). Selanjutnya apabila melakukan persetubuhan dan atau 
pencabulan terhadap anak akan dikenai pidana selama 3-15 tahun dan/denda 
60-300 juta rupiah (pasal 81dan 82), Serta beberapa aturan lainnya. 
Berikut ini data kekerasan terhadap anak yang telah di putus di 









Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Diputus di Pengadilan  
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Jumlah 48 51 7  
 
Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap 
anak yang  telah diputus oleh pengadilan negeri makassar yang terbanyak 
adalah kasus kekerasan penganiayaan yang meningkat dari tahun ke tahun, 
yakni tahun 2007 sebanyak (20 atau 41,66%), dan tahun 2008 sebanyak (23 
atau 45,09%), serta tahun 2009 sebanyak (34 atau 43, 58%). Selanjutnya 
disusul kasus kekerasan pencabulan yakni tahun 2007 sebanyak (15 atau 
31,25%), dan 2008 sebanyak (12 atau 23,52%), serta tahun 2009 sebanyak (23 
atau 29,48%). Dan kasus kekerasan pemerkosaan yang menempati urutan 
ketiga yakni tahun 2007 sebanyak (13 atau 27,08%), dan tahun 2008 sebanyak 
(16 atau 31,37%), serta tahun 2009 sebanyak (21 atau  26,92%). 
  
Jika melihat data yang ada bahwa ternyata kasus kekerasan terhadap 
anak secara fisik yang banyak di putus di pengadilan sedangkan kekerasan 
secara fsikis hampir tidak ada. 
Adapun penulis sempat mewawancarai salah satu hakim yang pernah 
menangani kasus kekerasan terhadap anak. Beliau adalah bapak Bahtera 
Perangin-angin mengatakan bahwa, “kasus-kasus kekerasan terhadap anak 
yang telah masuk di lingkup Pengadilan Negeri telah diproses dan diterapkan 
sanksi yang tegas sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukannya 
berdasarkan aturan yang ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan banyak 
kasus kekerasan yang dilaporkan ke Kepolisian tidak dilimpahkan ke 
Kejaksaan atau dengan kata lain bahwa buktinya tidak cukup ataupun kasus 
tersebut di cabut oleh pelapor dengan berbagai pertimbangan.”31 
 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya, bahwa dalam 
islam dikenal beberapa jenis sanksi pidana. Salah satu diantaranya adalah 
pidana terhadap tindak kekerasan. Pelaku tersebut akan mendapatkan 
hukuman/ sanksi sesuai dengan jenis pidana yang dilakukannya, atau dengan 
kata lain sesuai dengan berat ringannya perbuatan tersebut. Apabila kekerasan 
tersebut mengakibatkan kematian seseorang yang dilakukan dengan sengaja, 
                                                          
31
 Bapak Bahtera Perangin-angin, Hakim Pidana Pengadilan Negeri Makassar, 
“wawancara” di Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 4 juni 2010. 
  
maka hukumannya qisas / hukuman mati. Jenis sanksi ini baik dalam hukuman 
islam maupun dalam hukuman positif memiliki kesamaaan. 
Hal ini sebagaimana firman Allah: 
                                             
                                    
                           
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang 
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 
(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 




A. Kesimpulan  
1.  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan Proses 
hukum mengenai tindak kekerasan pada anak mulai pada proses 
penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada tahap putusan sudah 
berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelaku 
kekerasan yang dilaporkan ke pihak yang berwajib telah diproses sesuai 
dengan aturan yang ada. Namun, masih ditemukan beberapa kendala 
untuk memproses para pelaku secara totalitas dikarenakan budaya 
masyarakat yang masih menganggap bahwa perbuatan  mereka masih 
merupakan bentuk kewajaran demi kebaikan sang anak, terlebih jika 
kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga. 
Lemahnya hubungan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah 
(penegak hukum) dalam mencegah, melaporkan dan menindak pelaku 
kekerasan terhadap anak menyebabkan masih banyak kekerasan 
terhadap anak yang tidak di laporkan terutama kasus kekerasan secara 
fsikis. 
2. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak 
sudah berjalan cukup baik, dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai 
dengan perbuatannya. Sanksi tersebut antara lain dari yang teringan 
  
sampai yang terberat, Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis 
kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan 
emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua 
perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.  
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat disampaikan pada tulisan ini adalah agar 
pemerintah dalam hal ini melalui alat-alatnya yang telah diberikan wewenang 
yakni aparat kepolisian, jaksa, hakim,  dan pengacara untuk lebih giat dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk kejahatan/kekerasan, 
khususnya terhadap anak-anak. Selain itu peran serta masyarakat sangat 
menentukan keberhasilan menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah 
menjadi korban kekerasan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan 
eksternal. Oleh karena itu, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan 
anak di laksanakan secara menyeluruh agar setiap orang mengetahuinya, dan 
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MASALAH SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 
TINDAK KEKERASAN PADA ANAK 
(Telaah Implementasinya di Kota Makassar) 
 
Daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan adalah sebagai 
berikut : 
A. Pertanyaan terhadap aparat Kepolisian Kota Makassar 
1. Bagaimanakah proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada 
anak yang telah dilaporkan ke pihak yang berwajib? 
2. Apakah semua kasus kekerasan yang dilaporkan dilanjutkan  ke tingkat 
yang lebih tinggi (ke pengadilan) ? 
3. Apakah yang menjadi kendala sehingga pelaku kekerasan terhadap anak 
sangat sulit untuk diproses ke ranah hukum? 
4. Jenis kekerasan apakah yang paling banyak di laporkan ke kepolisian  
5. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar pelaku kekerasan 
terhadap anak dapat ditindak secara totalitas? 
B. Pertanyaan terhadap pihak Pengadilan Negeri Makassar 
1. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana terhadap pelaku terkait 
dengan kekerasan pada anak  yang terjadi di kota Makassar? 
2. Apakah kasus kekerasan pada anak yang di putus dari tahun ke tahun 
meningkat? 
3. Jenis kekerasan apakah yang paling banyak di putus di pengadilan? 
4. Upaya apakah yang dapat ditempuh untuk meminimalisir terjadinya 
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